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WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
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9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut
Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4451);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 10/HUK/1998 tentang
Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 KM Tahun 2002
tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan
Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri Kelas Ekonomi;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008
tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lansia di
Daerah;

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Penghargaan Lanjut Usia;

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
30/PRT/M /2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
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27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014
Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun
Nomor 30);

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 05
TAHUN 2014 TENTANG UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

Pasal I

Ketentuan angka 4 dan angka S Pasal 1 Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2014 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Madiun Nomor 30) diubah, sehingga secara keseluruhan

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun.

6. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah
seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh)
tahun atau lebih.

7. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan
dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa
keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin
yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi
kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-
baiknya, bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

8. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia
adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara
terkoordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat
untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara
wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

9. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih
mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang
dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

10. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang
tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya
bergantung pada bantuan orang lain.

11. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut usia yang karena
suatu sebab tidak terurus dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun
sosialnya.

12. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung
kegiatan para lanjut usia.

13. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan

bagi lanjut usia yang terlantar.
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14. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat
yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau
nenek.

15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang
bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

16. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan
pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat
mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan
sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif
secara sosial dan ekonomis.

18. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan
martabat hidup lanjut usia, sehingga gairah hidup tetap
terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus
bagi para lansia.

19. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan
menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi
lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.

20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

21. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan,
fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

22. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu
model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia,
bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam
atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam,
dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau
masyarakat secara profesional.

23. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services)
adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang
dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

24. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care
Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di
luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti
Lanjut Usia tinggal bersama keluarga lain/pengganti
karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan

yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO
Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 22/D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
202-31/2018
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia,
memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan.
Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila
dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lansia telah
mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses
pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia
sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah
nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan,
pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi
dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di

dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi
tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun Lansia non
potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud
dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan,
pelayanan, komunikasi, dan koordinasi operasional kegiatan itu

dilandasi oleh Peraturan Daerah.
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Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan
keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan
kesempatan  kerja, pelayanan = pendidikan, pelayanan untuk
mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan
prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan
hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan
kepada masyarakat. Sementara untuk Karang Werda sebagai wadah
peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah
Lansia serta komisi Kota Lansia juga diatur di dalam Peraturan
Daerah ini. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 0S5 Tahun 2014
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dipandang

sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 64
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